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BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab_upaten
Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PenJabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun
Anggaran 2014. :

bahwa .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu m_enetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2014; :
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" JIndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, K0|U§i
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seraofg
Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Taﬁggungjawab Keuapgan Negar:a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan N_asional ‘ (Lemba.ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahzla'a
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4438); '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—Updangan (Lemb.aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang No'mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu_n
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
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. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan ‘Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan" Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pgmbinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintaf;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repu'bll

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah INor_nor
24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerip,t’ahan ( Lembaran Negar.a
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peratiran Pameriiitsh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 5272); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas.P.eraturan Menteri Dalam_
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Darl

Anggaran Pendapatandan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 '

Pasal 1 ' )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 597.884.322.832,- bertambah sejumlah
Rp. 4.223.468.986,- sehingga menjadi Rp. 602.107.791.818,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula- Rp. 597.884.322.832,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.223.468.986,-
; Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ' Rp. 602.107.791.818,-
1 2. Belanja
j a. Semula Rp. 651.940.144.864,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 59.811.609.282,- ;
Jumlah-Belanja setelah Perubahan Rp. 711.751.754.146,- .
surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(109.643.962.328,-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula ' Rp. 55.055.822.032,-
2) Bertag_\bah/(berkurang) Rp. 55.588.140.296,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 110.643.962.328,-
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b. Pengeluaran

1) Semula ‘ Rp. 1.000.000.000,-
2) -Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 109.643.962.328,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebil lanjut dalam

Lampiran I Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud dala‘m pasal 1 dirinci lebil lanjut dalam Lampiran II

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Seram Bagian Timur.

Pasal 5

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-

undangan.
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Pasal 6

raturan -Upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7 s}eiﬁiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Seram
an-Timur. .

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 25 November 2014

gBUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,/g/

DULLAH VANATH

Diundangkan di: Bula
Pada Tanggal : 25 November 2014

x SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014 Nomor :10
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